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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dan 
dampak apa yang ditimbulkan terhadap perceraian diluar pengadilan agama bagi 
masyarakat muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 
Jeneponto.Penelitian ini merupakan penelitian Field Research dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang 
bersumber dari Masayarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 
Jeneponto dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang 
Menyebabkan Perceraian diluar Pengadilan di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 
Kabupaten Jeneponto yaitu yuridis, ekonomi, sosiologis, dan budaya masyarakat yang 
menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi. Adapun 
dampak yang timbul akibat Perceraian diluar Pengadilan adalah hak nafkah anak kurang 
terpenuhi, nafkah iddah istri terabaikan, dan adanya kesewenangan suami terhadap istri serta 
tidak  adanya kepastian  hukum dari  perceraian  tersebut sehingga jika salah satu pihak ingin 
menikah lagi dengan suami atau istri baru akan mengalami kesulitan dikemudian hari.  
Kata kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Masyarakat Muslim. 
Abstract 
This study aims to determine the factors that cause and what impact it has on 
divorce outside the religious court for the Muslim community in Beroanging Village, 
West Bangkala District, Jeneponto Regency. This study is a field research study with a 
qualitative descriptive approach.  sourced from the Beroanging Village Community, 
West Bangkala District, Jeneponto Regency and secondary legal materials.  The results 
of this study indicate that the factors that cause divorce outside the court in Beroanging 
Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency are juridical, economic, 
sociological, and cultural people who consider that the issue of divorce is a personal 
problem that must be covered.  As for the impact that arises as a result of Divorce 
outside the Court, the child's right to support is not fulfilled, the wife's iddah is 
neglected, and the husband's arbitrariness towards his wife and the absence of legal 
certainty from the divorce so that if one party wants to remarry his new husband or 
wife will experience difficulties.  at a later time. 
 Keywords: Divorce, Religious Courts, Muslim Society. 
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A. Pendahuluan 
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat 
manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai 
dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul 
dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat 
keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga 
itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, 
keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga 
sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah swt. 
Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut 
di atas, maka diperlukan perkawinan. Keluarga yang sejahtera tidak akan terwujud 
tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang 
berlaku. Kuat lemahnya perkawinan  yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri 
tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan 
perkawinan tersebut.Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta 
lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan 
cinta yang semua tidak lahir batin, maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak 
berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.1Menurut pasal 1 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekaql berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa2 
Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki 
dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, 
bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah 
 
1Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana  Prenada 
Media Gruf,2008), h.2. 
2H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.19. 
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dan rahmah. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan 
tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur’an dan As-
Sunnah yang sifatnya global,terlebih lagi berkaitan dengan hukum suatu negara.3 
Perkawinan yang dilakukkan atas dasar kesiapan mental, lahir,dan batin 
dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam 
membangun mahligai rumah tangganya.Undang-Undang perkawinan mencantumkan 
asas sukarela. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan misalnya 
mencantumkan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai, 
oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk 
keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, suatu 
perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun. 
Pada hakikatnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan 
kebahagian yang abadi bagi suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal itulah 
yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman 
keluaga selama hidup tersebut. Oleh karena itu ketika kita hendak kejenjang 
pernikahan dianjurkan untuk memilih jodoh yang baik. Hal ini tidak menghilangan 
ketidakserasian atau ada perselisihan sama sekali dalam mengurangi bahtera kehidupan 
di dalam rumah tangga, dan pada dasarnya perkawinan bertujuan  untuk  membentuk  
rumah  tangga  yang  kekal dan bahagia didasari oleh cinta dan ridha dari Allah swt. 
Akan tetapi pada kenyataannya membuktikkan memelihara keseimbangan sebuah 
perkawinan tidaklah mudah, banyak perselisihan yang terjadi,cobaan dan rintangan 
silih berganti siap menghadang bahtera perkawinan sehigga perkawinan sewaktu-
waktu akan putus di tengah jalan. 
Pada dasarnya, perceraian adalah satu hal yang halal tapi sebisa mungkin 
harus dihindari. Setiap pasangan suam istri harus mempersiapkan diri  sebaik mungkin 
 
3H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, 
h. 20. 
Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Di Desa Beroanging Kecematan 
Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
 
Indra Sultan, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil 
930 | QaḍāuNā Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021.  
 
untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan dan harus belajar mengendalikan ego 
dari sekarang. Karena kebayakan dari kasus perceraian pada saat ini sering terjadi 
disebabkan ego yang tidak terkendali,dan yang terpenting adalah menjadikan kasus-
kasus tersebut sebagai pelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Karena 
banyak orang pada awalnya sangat idealis mengenai pernikahan, justru pada akhirnya 
bercerai disebabkan ketidakmampuan mereka mengendalikan ego masing-masing.4 
Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya 
berakhir dengan perceraian. Tidak ada anggota atau masyarakat yang mengharapkan 
keluarganya  berakhir dengan perceraian,hukum islam mengajarkan bahwa perceraian 
merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Salah satu asas 
dalam Undang-Undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. 
Perceraian juga merupakan suatu jalan keluar bagi krisis atau kesulitan rumah 
tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Oleh karena itu dalam hal ini islam tidak menutup 
mata terhadap kemungkinan terjadinya perceraian, dengan kata lain perceraian boleh 
saja terjadi dengan syarat dilakukan dalam keadaan terpaksa dan darurat. 
Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama 
ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan 
dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-sewenang terutama 
daripihak suami dan juga demi kepastian hukum Islam tidak menentukan bahwa 
perceraian harus didepan pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang 
Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun lebih banyak 
mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat islam 
mengikuti ketentuan ini. 
Perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan dapat memberi 
perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan 
anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan 
 
4Nur’aisyah Albantany, Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al 
Qur’an Dan Hadist (Jakarta: PT. Serambi Distribusi, 2014), h.7. 
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perceraian yang tidak dilakukan didepan sidang pengadilan tidak dapat memberi 
kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak 
yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum hal ini juga menyebabkan mantan 
suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut 
hukum positif. Oleh karena itu,perlu adanya campur tangan pemerintah yang 
sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak 
diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan percereraian di 
luar sidang pengadilan. Masih banyak dijumpai pada masyarakat Kecamatan Bangkala 
Barat yang tidak menggunakan peraturan dan tata cara perceraian sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang. Ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai 
diluar sidang Pengadilan dibanding bercerai di Pengadilan Agama. Padahal perceraian 
diluar Pengadilan Agama lebih banyak mendatangkan mafsadat atau 
madaratdibanding dengan maslahatnya, salah satunya tidak terjaminnya hak-hak 
mantan istri dan anak. Perceraian ini juga mengakibatkan pelaku perceraian diluar 
pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut 
hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat ada yang bercerai 
diluar pengadilan, mengapa hal itu masih mereka lakukan bagaimana pula tanggung 
jawab mereka terhadap anak-anak mereka.5 
Akibat dari perilaku masyarakat terhadap penyimpangan aturan dalam 
Undang-Undang perkawinan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung 
menimbulkan pengaruh eksistensi Undang-Undang perkawinan itu sendiri sebagai 
hukum formal yang berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia, sehingga timbul pula 
kesan bahwa segala peraturan dan perundang-undangan itu tidak memiliki kedudukan 
yang kuat dimata masyarakat. 
 
B. Metode Penelitian 
 
5Qodar Nurul, Perceraian di Luar Pengadilan  (Yogyakarta: Pustka Media, 2009), h. 6. 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian 
yang mendeskripsikan serta memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti 
sebagai sumber langsung dan instrument penelitian itu sendiri. Adapun instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara dandokumentasi. 
Selain itu, Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Library Research 
dan Field Research. 
 Dengan pendekatakan deskriptif maka teknik penelitian ini adalah analisis non 
statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang bertolak dari 
problem atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fokus penelitian. Dalam 
mengelola data penulis melakukan reduksi data, penyajian data dan verfikiasi data 
untuk ditarik menjadi satu kesimpulan yang mendalam secara komprehensif. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Perceraian di luar Pengadilan Pada Masayarakat di Desa Beroanging 
Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
a. Data Perceraian di luar Pengadilan Pada Masayarakat di Desa Beroanging 
Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
Pada dasarnya aturan Perceraian telah tertera dalam Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, semisal PP No. 9 Tahun 1975 dirasakan terlalu jauh 
perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim, 
khususnya perceraian yang terjadi di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 
Kabupaten Jeneponto ini masih ada beberapa yang melaksanakan praktek perceraian 
di luar Pengadilan Agama. 
Gambaran perceraian masyarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 
Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku perceraian 
di luar Pengadilan Agama, Ibu Dg. B (Mantan istri dari Bapak S Dg R ) mengungkap 
bahwa telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama berjalan hampir 1 tahun 
yang lalu, secara kekeluargaan dengan dihadiri imam desa serta kedua orang tuanya 
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dan orang tua dari suaminya, juga kakek dan paman dari suami sebagai saksi. Sebelum 
ikrar talak diucapkan suaminya, saksi-saksi dari kedua belah pihak yang merupakan 
orang tuanya tersebut sebelumnya memberi nasehat-nasehat agar memikirkan ulang 
niatnya bercerai demi kebaikan bersama. Ini terlihat dari ungkapan Ibu Dg. B (Mantan 
istri dari Bapak S Dg R ):  
“Saya bercerai di rumah 1 tahun yang lalu secara kekeluargaan, kakek saya 
yang menuntun suami saya mengucapkan ikrar talak secara lisan secara 
langsung di depan saya dan para saksi yaitu kedua orang tua saya dan orang tua 
dari suami karena dulunya dijodohkan, sebelum ikrar talak diucapkan dari 
orang tua saya sendiri sudah berulang kali menasehati saya agar mengurungkan 
niatan berpisah namun atas kesepakatan bersama demi kebaikan bersama 
akhirnya kami memutuskan untuk bercerai dan menbuat surat cerei disaksikan 
oleh pihak keluarga saya dan saya bawah ke imam desa.”6 
Tak jauh berbeda dengan penuturan dari Ibu Dg. B (Mantan istri dari Bapak S 
Dg R ), Ibu R Dg N (Mantan istri dari Bapak B Dg S) mengaku telah Melakukan 
perceraian di luar Pengadilan Agama berjalan hampir 4 tahun yang lalu, secara 
kekeluargaan dengan dihadiri anak-anak mereka yang telah berumah tangga serta 
imam desa yang dipercaya sebagai saksi. Sebagaimana penuturan dari Ibu R Dg N 
(Mantan istri dari Bapak B Dg S): 
“Saya berpisah dari suami saya secara kekeluargaan, imam desa yang 
memimpin proses perceraian saya, selanjutnya suami saya mentalak saya secara 
langsung”7 
 
Setelah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, peneliti mendapatkan 
keterangan bahwa mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dengan 
cara kekeluargaan, dengan dihadiri keluarga suami (ayah dan ibu) serta keluarga si istri 
(ayah dan ibu) serta beberapa saudara atau seorang yang ditunjuk sebagai saksi. 
Biasanya pihak yang bercerai membawa saksi masing-masing yang mereka percaya 
 
 6Dg. B (35 Tahun), Mantan istri dari Bapak S Dg. R, Pelaku Perceraian di luar Pengadilan 
Agama Desa Beroanging, Wawancara, Jeneponto, 25 April  2021. 
 7R Dg. N (45 Tahun), Mantan istri dari Bapak B  Dg. S, Pelaku Percerian di luar Pengadilan 
Agama Desa Beroanging, Wawancara, Jeneponto, 25 April  2021. 
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untuk meyaksikan jalannya perceraian mereka. Setelah semuanya berkumpul, 
dibukalah musyawarah keluarga sebagai usaha terakhir sebelum akhirnya memilih 
jalan bercerai. Masing-masing dari pihak keluarga suami maupun istri sebisa mungkin 
berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat-nasehatnya untuk memikirkan 
kembali keputusan bercerai mereka serta menasehati agar kedua belah pihak (suami 
dan istri) tetap menjaga hubungan yang baik setelah bercerai. Dengan menghindari 
permusuhan dan rasa dendam, dari pihak yang merasa kurang puas dengan perceraian 
yang terjadi. Setelah dinasehati dan keputusan mereka telah bulat untuk bercerai maka 
suami mengucapkan lafalz talak secara lisan di depan istri, keluarga serta para saksi 
maka terjadilah perceraian. 
 
b. Analisis Data Perceraian di luar Pengadilan Pada Masayarakat di Desa 
Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
Dalam pernikahan perceraian merupakan salah satu hal yang tidak disenangi 
oleh istri Ini disebabkan bahwa selama ini perceraian sering dipergunakan laki-laki 
(suami) untuk semena-mena terhadap istrinya. Padahal perceraian menurut Islam, 
seperti yang telah kita ketahui, merupakan pilihan terakhir yang hanya dibuka apabila 
terjadi keadaan darurat. 
Penggunaan hak cerai yang serampangan tersebut bukan saja merugikan kedua 
belah pihak, tetapi juga terutama anak, keluarga dan juga masyarakat. Banyaknya anak 
yang kehidupan orang tuanya berantakan, tumbuh menjadi anak-anak nakal dan 
masalah-masalah sosial lainnya.Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang 
berusaha mengatasinya dengan memberikan aturan, baik tata cara, alasan serta usaha 
lainnya. Usaha tersebut pada hakikatnya berupaya menekan intensitas perceraian dan 
segala eksesnya. 
 
Tata cara perceraian itu sendiri diatur melalui Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 
Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini 
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merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi 
tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran 
hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih mengizinkan atas dasar kerelaan 
kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istrisecara sepihak, 
bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. 
Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, antara lain diatur dalam 
Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, 
perceraian dapat terjadi atas dasar cara- cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur 
dalam perkawinan menurut Agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat 
kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia 
bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada 
pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.  
Adapun tata cara perceraian menurut Undang-undang dapat dibedakan ke 
dalam 2 macam yaitu : Cerai talaq dan cerai gugat. Aturan perceraian yang tertera 
dalam UUP No. 1 Tahun 1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal PP No. 9 
Tahun 1975 dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di 
tengah masyarakat muslim, khususnya perceraian yang terjadi di Desa Beroanging 
Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 
Setelah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, peneliti mendapatkan 
keterangan bahwa mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dengan 
cara kekeluargaan, dengan dihadiri keluarga suami (ayah dan ibu) serta keluarga si istri 
(ayah dan ibu) serta beberapa saudara, anak-anak mereka, menantu, tetangga atau 
seorang yang ditunjuk sebagai saksi.  
Tata cara pelaksanaan perceraian yang mereka lakukan telah sesuai dengan 
aturan perceraian dalam hukum Islam karena sebelum proses perceraian berlangsung 
mereka telah menghadirkan setidaknya dua orang saksi yang sekaligus ditunjuk 
sebagai hakim yang berusaha mendamaikan.  
Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Di Desa Beroanging Kecematan 
Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
 
Indra Sultan, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil 
936 | QaḍāuNā Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021.  
 
Keharusan melakukan di depan sidang Pengadilan adalah meliputi cerai talak 
(talak dari pihak suami) maupun cerai gugat (cerai dari pihak istri) sehingga jika 
dipahami secara mafhum mukhalafah dari kedua pasal tersebut. Maka perceraian yang 
dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai bentuk perceraian ilegal, 
dengan demikian terlepas apakah perceraian di luar Pengadilan Agama sah atau tidak 
sah hukumnya menurut fiqh Islam yang jelas bentuk perceraian seperti ini sebagai 
konsekwensinya adalah tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum 
baik terhadap perceraiannya itu sendiri maupun segala akibat-akibatnya karena 
dilakukan tidak menurut hukum yang berlaku, bahkan dapat dikatakan sebagai 
perbuatan melawan hukum. Senada dengan hal tersebut, A. Gani Abdullah 
menyatakan: 
“Dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru 
dikatakan sebagai perbuatan hukum dan oleh karena itu maka berakibat hukum 
(yakni akibat dari tindakan itu mendapat pengakuan perlindungan hukum). 
Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, tidak 
dikatakan sebagai perbuatan hukum meskipun tindakan itu belum tentu 
melawan hukum dan sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan 
atau dilindungi oleh hukum”.8 
  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya praktek perceraian 
di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Desa Beroanging Kecamatan 
Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 115 yakni bahwa perceraian yang dianggap sah dalam KHI adalah 
perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama sedangkan perceraian yang 
dilakukan di Desa Beroanging dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Dengan 
demikian, praktek perceraian masyarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 
Kabupaten Jeneponto yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak 
sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena tidak berdasar dan 
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. 
 
 8A Gani Abdullah, Tinjauan Hukum Terhadap Nikah di Bawah Tangan (Jakarta: Mimbar 
Hukum, 1995), h. 47.  
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2. Faktor yang Menyebabkan Perceraian diluar Pengadilan di Desa 
Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
a. Data Faktor yang Menyebabkan Perceraian diluar Pengadilan di Desa 
Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
Talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun sebagai jalan 
terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. 
Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga 
kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan 
pembentukan rumah tangga. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan rumah tangga 
akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam 
rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian 
dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu 
tujuan maslahat.9  
Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku perceraian di luar Pengadilan 
Agama di atas, maka dapat di paparkan faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa 
Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto melakukan perceraian di 
luar Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : 
a. Faktor Waktu 
b. Faktor Ekonomi 
c. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum 
d. Faktor Masalah Pribadi 
2. Analisis Data Faktor yang Menyebabkan Perceraian diluar Pengadilan di 
Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
Menyikapi masalah yang terjadi di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala 
Barat Kabupaten Jeneponto tentang perceraian di luar Pengadilan Agama maka perlu 
sekali untuk menggali mengenaialasan-alasan atau faktor yang melatarbelakangi 
 
 9Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif  
(Yogyakarta : UII Press, 2018 ), h. 107. 
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masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, faktor-faktor tersebut 
diantaranya : 
a. Faktor Yuridis (Prosedur berperkara di Pengadilan Agama) 
b. Faktor Ekonomi 
c. Faktor Sosiologis berupa Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum 
d. Faktor Budaya Masyarakat 
3. Dampak yang timbul terhadap Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan 
pada Masayarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 
Jeneponto 
a. Data Dampak yang timbul terhadap Perceraian yang dilakukan diluar 
Pengadilan pada Masayarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 
Kabupaten Jeneponto 
Ada beberapa dampak yang terjadi sebagai suatu akibat dari perceraian di luar 
Pengadilan Agama di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 
Jeneponto,  berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku perceraian di luar 
Pengadilan Agama di atas, maka dapat di paparkan bahwa dampak perceraian di luar 
Pengadilan Agama di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 
Jeneponto adalah sebagai berikut: 
1) Hak Nafkah Anak Kurang Terpenuhi 
2) Nafkah iddah istri terabaikan 
3) Adanya kesewenangan suami terhadap istri 
4) Tidak ada kepastian hukum 
b. Analisis Data Dampak yang timbul terhadap Perceraian yang dilakukan 
diluar Pengadilan pada Masayarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala 
Barat Kabupaten Jeneponto 
yang paling mendasar sebagai dampak dari talak di luar Pengadilan adalah tidak 
adanya kepastian hukum untuk perceraian tersebut, maka hal itu akan menimbulkan 
permasalahan di kemudian hari, mengingat tidak ada bukti yang kuat sehingga 
perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan dalam hukum negara masih 
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dianggap sah sebagai suami istridan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami 
istri yang melakukan perceraian tersebut. Sehingga, dari ketiadaan hukum secara pasti 
itulah akan berakibat kepada : 
1) Hak nafkah anak kurang terpenuhi 
2) Nafkah iddah istri terabaikan 
3) Tidak ada kepastian hukum 
D. Penutup 
Dari pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi 
kesimpulan adalah sebagai berikut: 
1. Faktor - faktor  yang  melatarbelakangi  masyarakat Muslim  Desa Beroanging 
Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto melakukan   perceraian   di   luar   
Pengadilan Agama adalah : 
a. Karena  faktor  yuridis,  prosedur  berperkara  di  Pengadilan  yang  begitu lama dan 
berbelit-belit 
b. Karena  faktor ekonomi, sebagaimana  diketahui  dalam  berperkara  di Pengadilan 
dikenai biaya berperkara 
c. Karena faktor sosiologis, berupa  pemahaman  masyarakat  terhadap hukum, dimana 
sebagian masyarakat Muslim Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 
Jeneponto beranggapan bahwa hukum positif atau hukum negara itu bersifat umum 
sedangkan hukum Islam dalam fikih lebih bersifat khusus 
d. Karena faktor budaya   
a. atau istri baru akan mengalami kesulitan dikemudian hari, mengingat status mereka 
masih terikat dengan pernikahannya yang dulu. 
 
e. masyarakat  yang  menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang 
harus ditutupi. 
2. Dampak  perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama  di  Desa  Beroanging  Kecamatan 
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Bangkala Barat  Kabupaten  Jeneponto.  Perceraian  yang  dilakukan  di  luar  
Pengadilan akan berdampak terhadap banyak orang, bukan hanya pada suami atau 
istri yang  melakukan  perceraian  akan  tetapi  juga  bagi  anak  mereka.  Berikut 
adalah dampak yang ditimbulkan akibat perceraian di luar Pengadilan: 
b. Hak nafkah anak kurang terpenuhi, kebanyakan setelah bercerai pihak suami akan 
lepas tanggungjawabnya sebagai suami atau ayah terlebih jika perceraian  tersebut  
dilakukan  di  luar  Pengadilan  Agama.  Dalam hal ini seringkali pihak istrilah yang 
lebih dirugikan 
c. Nafkah iddah istri terabaikan, dalam Kompilasi Hukum Islam masalah ini telah diatur 
secara mendalam yang dimuat dalam pasal 149, antara lain bilamana perkawinan putus 
karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak kepada bekas 
istrinya, baik  berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 
d. Adanya  kesewenangan  suami  terhadap  istri,  terlebih  tidak  ada  aturan hukum  yang  
mengikatnya  secara  formilatas  perceraiannya  sehingga istri tidak bisa mengajukan 
atas hak-haknya di Pengadilan. 
Tidak  adanya kepastian  hukum dari  perceraian  tersebut sehingg ajika salah satu 
pihak ingin menikah lagi dengan suami 
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